
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.515, 2018 KPU. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu 

Anggota DPD. Pencabutan.  

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, 

Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan 

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

www.peraturan.go.id



2018, No.515 -2- 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. 

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih 

Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan 
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fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara 

langsung oleh rakyat. 

6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan 

Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. 

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

Pemilu. 

8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang 

selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah 

Penyelenggara Pemilu di provinsi. 

9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya 

disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu 

di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan 

diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur. 

10. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah 

Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 

11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota 

selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga 

Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU 

dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai 

Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur 

dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil 

bupati serta wali kota dan wakil wali kota. 
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12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang. 

13. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

14. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi 

Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

15. Panitia Pemilu adalah badan adhoc Penyelenggara Pemilu 

yang terdiri atas PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri 

sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam 

koordinasi Komisi Pemilihan Umum. 

16. Panitia Pengawas adalah badan adhoc Penyelenggara 

Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, 

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas 

Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi 

dan berada dalam koordinasi Bawaslu. 

17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di 

tingkat kecamatan atau nama lain. 

18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat 

PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di 

tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan. 

19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota 

DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden. 
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20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang 

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 

21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah 

kawin, atau sudah pernah kawin. 

22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan. 

23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

24. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya 

disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah 

yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa 

seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus 

ujian nasional. 

25. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat 

pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional 

yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang 

menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus 

ujian sekolah dan lulus ujian nasional. 

26. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh 

dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti 

sementara kartu tanda penduduk elektronik. 

27. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya 

disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara 

yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap 

bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto 

bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau 

kecamatan tempat tinggal bakal calon. 

28. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya 

disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang 

memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal 
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